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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember 

(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 19). 

 

Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/77/1.12/2021 Tentang Pemberian 

Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari 

Bupati Jember kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. 

 

Hinder Ordonantie Tahun 1926 Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 

Nomor 450 (Undang-Undang Gangguan). 
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